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Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut,
Pemerintah Indonesia meminta bantuan keuangan kepada IMF (International Monetery Fund). IMF
menyetujui pemberian bantuan keuangan sebanyak US$ 43 Miliar dengan syarat, Indonesia mel aksanakan
reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi melalui Undang-Undang Anti Monopoli. Maka pada tanggal
5 Maret 1999 Presiden mengesahkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Menjaga
kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan
atau persaingan usahatidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; (4) Terciptanya efektivitas dan
efisiens dalam kegiatan usaha.

Masalah yang dikaji adalah: (1) Bagaimanakah pendekatan per seillegal dan rule of reason dalam penerapan
Undang-Undang Anti Monopoli; (2) Kegiatan-kegiatan apa Baja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
berdasarkan UU No.5 Tahun 1999; (3) Bagaimanakah keputusan KPPU dalam kasus Perum Peruri dan PT.
Pura Nusapersada.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Dari hasil penelitian disimpulkan: (1) Pendekatan per seillegal adalah suatu tindakan dinyatakan
melanggar'hukum tanpa perlu pembuktian apakah tindakan tersebut mempunyai dampak negatif terhadap
persaingan atau tidak sedangkan pendekatan rule of reason adalah suatu tindakan, baru dapat dinyatakan
melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan,-mempunyai dampak negatif terhadap
persaingan; (2) Kegiatan-kegiatan yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant
position), kartel (cartel) dan hambatan masuk (barrier to entry); (3) Keputusan KKPU adalah Perum Peruri
dan PT. Pura Nusapersada terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b
UU No.5 Tahun 1999.
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